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Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan tukang gigi  dengan syarat tukang gigi yang hanya mendapat ijin dari pemerintah. Namun dalam Permenkes sudah tidak mengatur perpanjangan ijin. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 tidak mengatur mengenai perpanjangan izin dan perijinan baru. Terjadilah kekosongan hukum dalam pemberian perpanjangan ijin bagi tukang gigi, sehingga nasib tukang gigi di hadapan hukum tidak jelas. Berdasarkan latar belakang inilah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan tukang gigi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU-X/2012 mengenai perijinan tukang gigi. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan statute approach dan historical approach. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalis secara preskriptif. Upaya mengatasi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perijinan tukang gigi yaitu dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori, interpretasi historis dan interpretasi teleologis terhadap peraturan mengenai perpanjangan perijinan pada Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 dan seluruh peraturan yang terkait dengan tukang gigi yang bertentangan dengan UUD 1945 dianggap tidak berlaku. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tukang gigi yang mendapat ijin praktik berdasarkan Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 dapat memperpanjang ijinnya. Sebagai saran maka, harus segera dibuat pengaturan mengenai perpanjangan ijin bagi tukang gigi yang sudah memiliki ijin dari pemerintah berdasarkan Permenkes No.53DPK/I/K/1969. Pemerintah harus segera melakukan penyusunan dan penetapan ketentuan tentang persyaratan, criteria dan standardnya mengenai perpanjangan ijin tukang gigi.





The constitutional court decision No. 40/PUU-X/2012 has been granted with terms artisan teeth that only with the permission on the government. But on Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 not regulate an extension license. Permenkes No.1871/MENKES/PER/IX/2011 does not regulate an extension license and for a new license. There makes a legal vacuum in providing extension license for dental artisan in law become unclear. Based on this problem which chosen in this research is the validity of dental artisan related constitutional court decision No.40/PUU-X/2012 regarding about Application of act No.29/2004 about the medical practice of the constitution of the republic in 1945. This research is normative research by using statue approach and historical approach. Legal material are examined covers primary legal materials, secondary legal material and tertiary legal material thatvare analyzed in prescriptive. The effort to overcome the legal vacuum relating to license dental artisan that is by using the principle of lex superior derogat legi inferiori, historical interpretation, teleologis interpretation then the regulation about extension license on the regulation Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989  and all the rules that prohibit extension of the license of dental artisan must be consideres not exist because it is not relevant for the purpose of the constitution of the republic in 1945. The dental artisan get permission based on practices Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 can extend license. As a suggestion, it must be made a firm regulation about extension license for dental artisan who already have a license from the goverment under Permenkes No.53/DPK/I/K/1969. The goverment should do the preparation and the determination of the provision about included requirements, criteria and standart, so it can begin immediately done.











Langkah pemerintah dalam mengatur keberadaan tukang gigi di Indonesia pertama kali adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 53/1969). Permenkes 53/1969 mengatur tentang  tata cara pendaftaran serta pemberian perijinan dalam menjalankan pekerjaan tukang gigi, peraturan ini dikeluarkan dengan latar belakang bahwa pada waktu itu di Indonesia masih banyak terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan melakukan pekerjaannya di luar batas-batas wewenang dan kemampuannya yang dapat membahayakan/merugikan kesehatan masyarakat. Pemerintah pada waktu itu merasa hal tersebut perlu ditertibkan. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan dikeluarkannya Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 339/1989). 
Pertimbangan dikeluarkannya Permenkes 339/1989 bahwa, upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain daripada ilmu kedokteran, diawasi oleh pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Selama ini tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya, banyak berhubungan dengan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang menggunakan cara dan alat yang sebagian besar ada kesamaannya dengan alat kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, maka pekerjaan para tukang gigi tersebut perlu diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.
Permenkes 339/1989 tidak mengatur pengeluaran perijinan baru bagi tukang gigi, namun bagi tukang gigi yang telah memiliki perijinan berdasarkan Permenkes 53/1969 pasti bisa untuk memperpanjang ijin yang sudah dimiliki. Ijin yang diperpanjang tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 
Materi dari Permenkes 339/1989, terlihat adanya upaya pemerintah untuk membatasi perijinan praktik tukang gigi secara alamiah sekaligus memperbaiki pelayanan tukang gigi kepada konsumen dengan membuat persyaratan bagi fasilitas tukang gigi. Membatasi perijinan tukang gigi secara alamiah artinya bahwa berdasarkan peraturan ini tidak ada perijinan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan adanya batas umur untuk memperpanjang ijin yaitu 65 tahun (enam puluh lima). Pembatasan umur untuk tukang gigi dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya peraturan ini bertujuan agar lambat laun tidak ada lagi tukang gigi yang beroperasi. Dalam prakteknya sampai sekarang praktek tukang gigi yang demikian masih dapat ditemui di pinggir-pinggir jalan hingga ke gang-gang sempit bahkan beberapa dari mereka berani menawarkan jasa pemasangan behel (ortodonti) bagi pasiennya.​[1]​
Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan peraturan yang mencabut Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989, yaitu Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes No. 339 Tahun 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 1871/2011). Dikeluarkannya Permenkes 1871/2011 atas dasar pertimbangan adanya Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78. Awal tahun 2012 tukang gigi mengajukan permohonan pengujian UU Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bernama H. Hamdani Prayogo. Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang gigi dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) serta Pasal 78.
Pengujian diajukan terhadap UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau izin praktik” dan dipertegas dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran 

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi, akibat dari hal tersebut, menyebabkan tukang gigi menderita kerugian material. UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Larangan kepada pemohon untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan atas UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2), dimana hal ini merupakan tindakan yang akan mematikan usaha tukang gigi. 
Dikabulkannya judicial review yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78, berarti tidak terdapat larangan dan sanksi bagi penggunaan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Pembatalan atas Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 inilah yang dapat membahayakan/merugikan masyarakat, serta dapat terjadi pelanggaran terhadap standar keselamatan pasien dikarenakan tukang gigi tidak mengikuti pendidikan dengan kurikulum, tidak memiliki ujian, atau sertifikasi untuk menjamin standar pelayanannya kepada pasien. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian diajukan terhadap UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2) terhadap para tukang gigi adalah mengizinkan tukang gigi tetap berpraktik dengan syarat yaitu tukang gigi yang mendapat ijin dari pemerintah. Tukang gigi memiliki perijinan dari pemerintah yang terakhir pada tahun 1969 diperkuat dengan adanya Permenkes 53/1969, dimana tukang gigi yang telah mempunyai ijin pada tahun 1969 bisa diperpanjang. Tahun 2011 pada Permenkes 1871/2011 sudah tidak mengatur perpanjangan dan ijin. Permasalahan muncul dari hal tersebut yang mana menimbulkan kekosongan hukum, dimana belum adanya prosedur perpanjangan ijin bagi tukang gigi yang memiliki ijin dari pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Keabsahan Tukang Gigi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah Keabsahan Tukang Gigi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tukang gigi yang diakui oleh Pemerintah adalah mereka yang telah mendapatkan perijinan berdasarkan Permenkes 53/1969 dan diperpanjang berdasarkan Permenkes 339/1989. Pada tahun 1969 dikeluarkan Permenkes 53/1969 menetapkan bahwa sejak tahun 1969 tidak dikeluarkan ijin baru, sedangkan Permenkes 339/ 1989 hanya mengatur untuk meneruskan ijin yang sudah ada. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes 1871/2011 tentang pencabutan Permenkes 339/1989 tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya perijinan dalam berpraktik maupun memperpanjang ijin praktik tukang gigi. Permenkes 1871/2011  membuat semua tukang gigi yang beroperasi di Indonesia tidak dapat membuka prakteknya lagi.
Ketentuan dari UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 digugat oleh tukang gigi yaitu pemohon bernama Hamdani Prayogo. Dengan berbagai pertimbangan hakim, maka dikabulkannya permohonan tukang gigi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU/-X/2012. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum bagi tukang gigi yang memperpanjang surat izin praktik berdasarkan Permenkes 53/1969. Tukang gigi yang akan memperpanjang izin karena kewenangan Permenkes 339/1989 dalam membuat perpanjangan izin telah dicabut oleh  Permenkes 1871/2011. Kekosongan hukum tersebut harus dicarikan solusinya dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferiori dan interpretasi historis serta interpretasi teleologis.

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin​[2]​. Aturan hukum yang terjadi dalam permasalahan tersebut adalah kekosongan hukum (recht vacuum). Jenis bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan diolah, diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Perundang-undangan dalam hukum di Indonesia dikenal berberapa asas, salah satunya azaz lex superior derogate legi inferior yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirearkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirearkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. Terkait dengan pembahasan topik penelitian ini mengenai permohonan yang diajukan pemohon mengenai keabsahan tukang gigi atau status  tukang gigi didalam peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap UUD 1945. Pengujian tersebut dilakukan pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) UU Praktik Kedokteran terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak karena merupakan hak asasi setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran pada prinsipnya untuk setiap orang yang bukan dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang bukan merupakan kewenangan dan kompetensinya sehingga dapat membahayakan masyarakat. Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Tata urutan Perundang-undangan menjelaskan bahwa kedudukan undang-undang di bawah UUD 1945. Maka sudah seharusnya materi  yang dimuat dalam UU Praktik Kedokteran tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Permohonan pengujian UU Praktik Kedokteran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk amar putusan konstitusional bersyarat (conditionnally constitutional). Undang-Undang No.24  tahun 2003 Pasal 56 tentang Mahkamah Konstitusi diatur 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji undang-undang dimana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaanya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. 
Pengujian UU Praktik Kedokteran terhadap UUD 1945 merumuskan norma dalam putusan perkara No.40/PUU-X/2012. Dalam bagian mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan penafsiran a contrario maka seharusnya setelah dinyatakan bertentangan, Undang-Undang tidak memiliki kekuatan berlaku. 
UU Praktik Kedokteran tidak berlaku  karena penafsiran a contrario yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran lain terhadap UU Praktik Kedokteran. Pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek penelitian ini, maka pasal-pasal tersebut menjadi norma baru yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu :

a.	Pasal 73 ayat (1) UU Praktik Kedokteran mengatur sebagai berikut:
“Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.” 
Adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tesebut menjadi:
“Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah” 

b.	Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran mengatur sebagai berikut: 
“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang  menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.” 

	Adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tesebut menjadi: 
“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang  menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah”

c.	Pasal 78 UU Praktik Kedokteran mengatur sebagai berikut:  
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi doter atau suat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. 

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tesebut menjadi: 
“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Putusan Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan pasal 73 ayat (1), pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran artinya pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku tetapi tidak serta merta keseluruhan isi undang-undang praktik kedokteran juga tidak berlaku sehingga harus menunggu undang-undang praktik kedokteran yang terbaru. Oleh karenanya, putusan itu kemudian mulai mengintrodusir conditionally constitusional. 
Permenkes 1871/2011 melarang adanya ijin dan perpanjangan. Alasan dikeluarkannya Permenkes 1871/2011 adalah karena muncul UU Praktik Kedokteran dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa selain dokter atau dokter gigi yang seolah-olah memakai identitas ijin dan dalam berpraktik menggunakan metode-metode kedokteran tidak diperbolehkan. Berdasarkan asas superior derogat legi inferior, UU Praktik kedokteran telah dibatalkan dan dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945, maka Permenkes yang menjadi pelaksana atas UU Praktik Kedokteran juga tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan di atasnya. Artinya Permenkes 1871/2011 dan UU Praktik kedokteran yang melarang perijinan tukang gigi karena bertentangan dengan UUD’45 yang seharusnya memberi kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk bisa berpenghidupan yang layak. 
Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan hanya tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah yang bisa kembali berpraktik apabila saat ini ada tukang gigi yang berpraktik tanpa ada ijin dari pemerintah maka, akan diberikan sanksi. Dalam praktiknya ijin terakhir tukang gigi dikeluarkan pada tahun 1969 ditegaskan dalam Permenkes 53/1969, dimana pengaturan mengenai ijin tersebut kemudian diganti dengan adanya yang hanya memperbolehkan perpanjangan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Permenkes 339/1989 juga tidak berlaku karena bertentangan pula dengan UUD 1945. Tetapi, karena adanya perpanjangan izin dari Permenkes 339/1989 tersebut, ijin yang diimiliki tukang gigi saat ini memiliki daluwarsa dan tidak dapat kembali menggunakan ijinnya, karena Permenkes 53/1969 yang  diganti dengan Permenkes 339/1989 tetapi pada tahun 2011 dicabut karena muncul Permenkes 1871/2011 yang menyebutkan tidak ada izin dan perpanjangan izin bagi tukang gigi .
Penelitian ini menggunakan berberapa interpretasi untuk menganalisis. Pertama peneliti menggunakan interpretasi historis untuk bisa menjawab rumusan masalah yang terkait. Interpretasi historis adalah interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya jika kita ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam suatu perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hinggga terbentuknya undang-undang itu saja, melainkan juga masih terus diteliti lebih panjang proses sejarah yang mendahuluinya. Pembahasan akan dimulai dari awal mula pengesahan tukang gigi yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, yaitu tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin menjalankan Pekerjaan tukang gigi. Saat itu di Indonesia masih banyak terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, dimana orang-orang tersebut tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan dapat melakukan pekerjaanya diluar batas-batas wewenang dan kemampuannya yang mungkin bisa membahayakan kesehatan dari masyarakat sebagai pasien. Hal tersebut membuat pemerintah merasa harus melakukan penertiban atas kegiatan praktek yang dilakukan oleh tukang gigi. Penertiban tersebut dilakukan dengan mengeluarkan Permenkes 339/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi yang juga sekaligus mengganti Permenkes 53/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin menjalankan Pekerjaan tukang gigi.
Pertimbangan digantikannya Permenkes 53/1969 dengan Permenkes 339/1989 adalah bahwa perlu ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai pekerjaan tukang gigi. Pada saat itu pekerjaan tukang gigi banyak berhubungan dengan upaya penyembuhan dan pemulihan yang menggunakan cara atau alat yang sebagian besar ada kesamaan dengan alat kedokteran gigi, akan tetapi para tukang gigi tersebut tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Oleh karena itu pemerintah merasa harus ada upaya untuk memberikan pengawasan serta penertiban yang kemudian dituangkan dalam peraturan. Pengaturan mengenai tidak adanya pengeluaran izin baru dan hanya memperbolehkan perpanjangan izin oleh Permenkes 339/1989, menunjukkan bahwa ada upaya pemerintah untuk membatasi keberadaan tukang gigi. Hal tersebut bertujuan agar lambat laun tidak ada lagi tukang gigi yang beroperasi. Selanjutnya bahkan dalam Permenkes 1871/2011, Pemerintah dengan jelas telah menghapus praktek tukang gigi. Latar belakang munculnya Permenkes 1871/2011 adalah dikarenakan adanya UU Praktik Kedokteran, dimana undang-undang tersebut melarang adanya seseorang yang bukan dokter gigi untuk melakukan tindakan atau praktik yang menggunakan peralatan kesehatan sehingga memperlihatkan orang tersebut seolah-olah adalah seorang dokter gigi. Selain itu, Permenkes 339/1989 tentang pekerjaan tukang gigi hanya diberlakukan untuk pembaharuan izin tukang gigi yang memiliki izin berdasarkan Permenkes 53/1969 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin menjalankan Pekerjaan tukang gigi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bukan kewenangan tukang gigi. Akhirnya, dalam Permenkes 1871/2011 dalam pasal 1 dan pasal 2 menyebutkan bahwa perpanjangan izin sudah tidak berlaku.
Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Merujuk dari tingkat kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu juga dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran, seorang dokter ataupun dokter gigi harus memiliki etika dan moral. Dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dikeluarkannlah UU Praktik Kedokteran. Terkait dengan penyelenggaran praktik seorang dokter ataupun dokter gigi,  harus menempuh pendidikan, dan lalu setelah menyelesaikan studinya baru dapat membuka praktik. Para dokter ataupun dokter gigi sudah mempunyai surat  tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Surat registrasi tersebut menjadi indikator bahwa para dokter atau dokter gigi telah memenuhi prosedur penggunaan alat atau metode kedokteran yang dilakukan dalam praktiknya. Berbeda halnya dengan tukang gigi, mereka tidak pernah menempuh studi mengenai kedokteran gigi, mereka hanya menggunakan ilmu turun temurun dari pendahulunya serta tidak memiliki surat izin praktik ataupun perpanjangan. 
Pada tahun 2012 Mahkamah Konstistusi memutuskan bahwa tukang gigi bisa berpraktik kembali tetapi dengan syarat tukang gigi yang mempunyai izin dari pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu :
1.	Tukang gigi telah ada terlebih dahulu sebelum kedokteran gigi
2.	Tukang gigi menjadi alternatif lain untuk kesehehatan gigi yang terjangkau
3.	Keterbatasan tukang gigi dapat diselesaikan dengan pembinaan, perizinan, dan pengawasan
4.	Tukang gigi termasuk kategori pelayanan kesehatan tradisional
Melihat pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, tukang gigi tidak seharusnya ditiadakan, pada UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tukang gigi adalah Warga Negara Indonesia dari pekerjaannya mereka memiliki penghasilan serta mereka bisa membantu masyarakat menengah dalam hal kesehatan gigi. Selain itu juga dalam Undang-Undang Kesehatan dalam pasal 61 ayat (1) berbunyi: “Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya” Undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat salah satunya tukang gigi namun dengan syarat manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan. 
Setiap perundang-undangan yang pernah ada hingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, terlihat ada upaya pemerintah untuk pelan-pelan menghapus praktik tukang gigi, namun seperti yang kita lihat masih banyak tukang gigi yang tanpa izin bahkan berani membuka praktik bahkan melebihi kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam Permenkes Nomor 53/DPK/I/K/1969 jo. Permenkes Nomor 339/Menkes/Per/1989.. Meskipun tukang gigi sudah melebihi kewenangan atau menyalahi peraturan yang sudah ada, namun keberadaan mereka juga didukung oleh kebutuhan kesehatan gigi masyarakat menengah kebawah dalam hal jasa tukang gigi untuk dibuatkan gigi palsu dengan harga yang terjangkau, dan pada umumnya yang menjadi pengguna jasa tukang gigi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Karena jika dibandingkan pergi ke dokter gigi untuk dibuatkan gigi palsu biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal. Berdasarkan interpretasi historis, tukang gigi tidak seharusnya dihapuskan karena apabila dirunut dari sejarah keberadaan tukang gigi, memang diakui keberadaanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dan adanya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan tukang gigi terbukti dengan banyaknya tukang gigi di Indonesia yang saat ini mencapai 75000 orang. Jumlah ini menunjukkan  bahwa profesi tukang gigi dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa akibat adanya larangan untuk melakukan kegiatannya sebagai tukang gigi, maka masyarakat menengah kebawah sebagai pengguna jasa akan kehilangan untuk memperoleh pelayanan jasa pemasangan gigi palsu dengan harga yang terjangkau;
Berdasarkan inventarisasi pengobat tradisional di seluruh Indonesia yang dilakukan pada tahun 1989 terdapat jenis-jenis pengobatan tradisional sebagai berikut: akupuntris, shinse, tabib, dukun bayi, tukang gigi, tukang pangkur gigi, tukang jamu gendong, tukang urut/pijat, dukun sunat, dukun ramuan, dukun menurut ajaran agama/spiritual, dukun kebatinan dan dukun lain-lain.   ​[3]​Melihat dari data tersebut bahwa pengobatan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu termasuk tukang gigi. Keberadaan pengobat tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah dengan alasan harganya terjangkau. Sama halnya dengan tukang gigi, untuk kesehatan gigi masyarakat menegah kebawah dibutuhkan mengingat biaya untuk pergi ke dokter gigi cukup mahal. Dari sini muncul berberapa problem dari berbagai pihak tentang tukang gigi kebersihan, fasilitas yang digunakan, wewenang, pengobatannya termasuk izin. Izin merupakan elemen penting dalam hal pelaksanaan suatu pekerjaan/kegiatan supaya bisa sesuai dengan prosedur yang sudah ada sehigga mencapai suatu tujuan tertentu.
Selain menggunakan interpretasi historis didukung juga dengan interpretasi teleologis untuk bisa menjawab rumusan masalah. Interpretasi teleologis adalah makna undang – undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dari semua peraturan yang terkait dengan tukang gigi sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tukang gigi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangannya. Maka, dengan adanya interpretasi teleologis yaitu mengacu pada tujuan UUD 1945 bahwa tukang gigi tidak seharusnya dihilangkan apabila itu terjadi maka tukang gigi mengalami kerugian konstitusional karena seluruh tukang gigi tidak dapat bekerja untuk mencari sesuap nasi sekedar nafkah untuk anak dan istri mereka dan di samping kerugian akibat sewa tempat praktik dan lain-lain. Tukang gigi berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak karna hal itu menjadi tujuan UUD 1945.




Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan  bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.40/PUU-X/2012 mengenai perijinan praktik tukang gigi telah membatalkan Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran. Pertentangan UUD 1945 dengan Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran secara bersyarat yaitu tukang gigi yang telah memiliki ijin dari Pemerintah untuk melakukan praktik. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori dengan pembatalan Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU Praktik Kedokteran, maka peraturan-peraturan yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan UUD 1945 dianggap tidak berlaku. maka, perizinan tukang gigi diberikan kembali pada aturan Permenkes 53/1969.
Hal ini juga didukung dengan adanya interpretasi historis dan interpretasi teleologis. Melihat dari awal mula tukang gigi bahwa keberadaanya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Artinya dengan interpretasi historis tukang gigi sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu dalam hal pengobatan gigi khususnya  masyarakat menengah kebawah. 





	Atas dasar penelitian yang dilakukan, peneliti ingin menyampaikan saran bagi Pemerintah harus segera membuat pengaturan mengenai perpanjangan izin, baik perpanjangan berdasarkan peraturan tahun Permenkes 53/1969  untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut supaya tukang gigi mengerti atas kewenangannya yang seharusnya dilakukan tanpa keluar dari prosedur dan tidak lagi dianggap ilegal. Selain itu pemerintah juga harus membuat pembinaan serta pengawasan, contohnya dalam hal pembinaan dengan cara bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) agar tukang gigi bisa dan mengerti mengenai hal mana yang harus dilakukan oleh seorang tukang gigi serta mempelajari fungsi alat-alat kedokteran gigi.
Pengaturan perpanjangan izin harus diikuti dengan pengawasan, yang fungsinya untuk mengetahui batasan wewenang tukang gigi dan apabila tukang gigi melakukan pelanggaran dalam melaksanakan praktiknya maka harus dikenai sanksi.
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